
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

NOMOR at TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2014 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

Menimbang 

Mengingat 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEGAL, 

a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional telah diatur dengan Peraturan 
Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2014; 

b. bahwa mendasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Mililc Pemerintah Daerah dan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tegal Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Nasional; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan 
kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5372); 

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010- 2014; 

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 

20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 Tentang Jaminan Kesehatan, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

22. Peraturan Mc:mteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Fasi!itas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan; 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 
Nasional; 



Menetapkan 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ; 

27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
328/Menkes/SK/VIII/2013 Tentang Formularium 
Nasional; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 
Nomor 17); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 
tentang tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tc!gal Nomor 
17); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 33); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan; 

32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 
Tahun 2014); 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2014 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL . 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014), diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut : 



Pasal 15 

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas 
Kesehatan yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan 
BPJS. 

(2) Tarif kapitasi dibayar sebagai praupaya sedangkan non kapitasi 
setelah ada pelayanan kesehatan. 

(3) Tata kelola keuangan tarif kapitasi dan non kapitasi mengikuti 
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk: 
a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan. 
b. Pernbayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 60 % {enam puluh 
persen). 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar 
alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan 
Kepala Dinas, dengan mernpertirnbangkan : 
a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan rnedis habis pakai ; 
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalarn rangka 

rnencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan ; 
dan 

c. Besar tunjangan yang telah diterirna dari Pernerintah Daerah. 

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu 
Pasal 18a dan Pasal 18b, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18a 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pernbayaran jasa pelayanan 
kesehatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 18 ayat {2) 
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang rnelakukan 
pelayanan pada FKTP. 

(2) Pernbagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan sebagairnana dirnaksud ayat (1) ditetapkan 
dengan rnernpertimbangkan variabel: 
a. jenis ketenagaan dan/ataujabatan; dan 
b. kehadiran. 

(3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: 
a. tenaga rnedis, diberi nilai 150; 
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi 

nilai 100; 



c. tenaga kesehatan setara Sl/D4, diberi nilai 60; 
d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan 

setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa 
kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; 

e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan 
f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15. 

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap 
tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau 
Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30. 

(5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dinilai sebagai berikut: 
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan 
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang 

diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. 
(6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh 

Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat {5). 

(7) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 

jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang 
-----------------Xjumlah dana jasa pelayanan 

jumlah nilai seluruh tenaga 

Keterangan: 
jumlah nilai diperoleh dari nilai variabeljenis ketenagaan dan/atau jabatan 
ditambahnilai variable kehadiran 

Pasal 18b 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3) dimanfaatkan untuk: 
a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 
melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan 
ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 
yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi: 
a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; 
b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; 
c. operasional untuk puskesmas keliling; 
d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/ atau 
e. administrasi keuangan dan sistem informasi. 

(4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

4. Ketentuan Pasal 23 dihapus. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tegal. 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 10 Mei 2014 

\ 
HARON BAGAS PRAKOSA 

Slawi 
0 tlei... .20-1:4 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR ~ 


